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K A T A  S A M B U T A N

Prof. Amzulian Rifal, S.H., LLM., Ph.D.
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Akhir-akhir ini topik tentang ketatanegaraan Indonesia semakin sering 
dibicarakan walaupun terkadang campur aduk antara bidang ketatanega-
raan dengan persoalan politik. Walaupun keduanya berkaitan erat, namun 
tentu memiliki perbedaan yang cukup prinsip.

Topik tentang lembaga-lembaga negara, misalnya, menarik untuk 
dibahas karena dinamika yang ada di negara kita yang justru mempopu-
lerkan hukum ketatanegaraan yang mungkin selama ini terkesan kering 
dan kurang menarik. Namun perkembangan lembaga-lembaga negara kita 
menjadi berbeda pasca era reformasi 1998. Ada lembaga-lembaga negara 
yang dihapuskan tetapi muncul pula lembaga-lembaga negara yang baru 
seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 
24 UUD 1945 hasil amandemen.

Membahas tentang hukum tata negara setidaknya akan mengemuka 
hal-hal terkait dengan konsep-konsep tentang Hukum Tata Negara, konsti-
tusi, lembaga-lembaga negara dengan berbagai aspeknya yang periu terus 
dibahas dan difahami dinamikanya. Hal ini karena hukum ketatanegaran 
tidaklah berdini sendiri, dipengaruhl pula oleh dinamika bidang-bidang 
lain termasuk politik dan praktek pemerintahan suatu negara.

Oleh karenanya, saya menyambut baik buku yang disusun oleh saudara 
Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. yang berjudul Pengantar Hukum Tata 
Negara Indonesia, Judul buku ini menggunakan kata Pengantar, maka bagi 
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saya ini merefleksikan bahwa yang dibahas itu hal-hal yang bersifat umum 
terkait dengan hukum tata negara.

Buku ini baik untuk dibaca oleh siapa saja yang tertarik untuk mema-
hami hukum tata negara terutama dan tidak terbatas bagi para dosen, para 
mahasiswa khususnya di fakultas hukum, FISIP dan bidang pemerintahan.

 Jakarta,Februari 2024

 Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D.
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P R A K A T A

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar di 
dunia dan sebagai negara dengan keragaman etnis, budaya, agama, dan 

bahasa yang kaya. Kondisi itu menjadi Indonesia menghadapi tantangan 
yang kompleks dalam membangun sistem tata negara yang efektif dan 
berkelanjutan. Hukum tata negara Indonesia merupakan kerangka hukum 
yang melandasi struktur pemerintahan, menjaga keseimbangan kekuasaan, 
dan memberikan perlindungan hak-hak warga negara.

Hukum tata negara Indonesia menggariskan struktur pemerintahan 
yang terdiri dari tiga cabang kekuasaan yang independen, yaitu eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mence-
gah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan agar tidak ada 
kekuasaan yang dominan. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dijalankan 
berdasarkan prinsip supremasi hukum; di mana tidak ada entitas atau 
individu yang dikecualikan dari aturan hukum.

Hukum tata negara Indonesia terus mengalami perkembangan seiring 
dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Reformasi tata 
negara yang dimulai pada akhir tahun 1990-an telah menghasilkan peru-
bahan signifikan dalam sistem tata negara Indonesia. Termasuk pengakuan 
terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat, perlindungan hak-hak 
individu yang lebih luas, dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik 
mengenai hukum tata negara Indonesia. Diharapkan juga dapat menggugah 
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semangat kita semua untuk berkontribusi dalam membangun fondasi yang 
kuat bagi demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan di Indonesia. Semoga 
hukum tata negara Indonesia terus berkembang dan mampu menjawab 
tantangan zaman, serta mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai 
kehidupan yang lebih baik bagi semua warga negara.
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BAB I 
KONSEP HUKUM TATA NEGARA

Pengertian Hukum Tata Negara
Banyak ahli hukum, baik dari Barat maupun Indonesia, memberikan 
beragam definisi mengenai hukum tata negara. Perbedaan pendapat dari 
setiap ahli disebabkan oleh faktor pandangan, lingkungan, dan sistem 
hukum di negara masing-masing. Beberapa ahli mengidentifikasi dasar-
dasar landasan dalam mendefinisikan hukum tata negara; termasuk ruang 
lingkup, hubungan antar objek kajian, dan fungsi dari objek kajian tersebut. 
Berikut definisi hukum tata negara dari beberapa ahli. 
1. L. J. Van Apeldoorn

Apeldoorn (2004) menggunakan istilah hukum tata negara sebagai 
sinonim dari hukum negara. Istilah hukum negara digunakan dalam 
arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, hukum negara mencakup 
hukum administrasi. Adapun hukum negara dalam arti sempit meng-
acu pada orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan 
batas-batas kekuasaan mereka. Untuk membedakan dengan hukum 
administratif, hukum negara juga disebut sebagai hukum konstitusional 



 PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA2

karena mengatur konstitusi atau tatanan negara (Asshidddiqie, 2007: 
34).

2. Cornelis Van Vollenhoven
Vollenhoven (1987) mengartikan hukum tata negara sebagai kumpulan 
peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat negara. 
Peraturan-peraturan itu memberikan wewenang kepada badan-badan 
tersebut dan membagi tugas pemerintahan kepada berbagai alat negara, 
baik yang memiliki kedudukan tinggi maupun rendah (Prodjodikoro, 
1981: 2).

3. J. H. A. Logemann
Logemann (1948) memberikan definisi hukum tata negara sebagai 
hukum yang mengatur organisasi negara. Organisasi negara terdiri dari 
berbagai jabatan. Adapun inti dari hukum tata negara adalah jabatan 
tersebut. Jabatan dalam hal ini menjadi entitas yang khas dalam hukum 
tata negara. Jabatan merupakan lingkungan kerja tetap dan terbatas 
yang disediakan untuk diisi oleh pemangku jabatan yang ditunjuk, 
serta harus diwakili oleh mereka secara pribadi dalam tindakan-tin-
dakan yang dilakukan (Mujiburohman, 2017: 9).

4. M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Kusnardi & Ibrahim (1988: 29) menyimpulkan bahwa hukum tata 
negara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur struktur 
organisasi negara, hubungan antara berbagai lembaga pemerintahan 
secara vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan 
hak-hak asasinya.

5. Kusumadi Pudjosewojo
Pudjosewojo (2001) memberikan definisi hukum tata negara seba-
gai hukum yang mengatur bentuk negara (baik kesatuan maupun 
federal) dan bentuk pemerintahan (baik kerajaan maupun republik). 
Definisi ini mencakup struktur masyarakat hukum dengan hierarki 
yang menunjukkan tingkatan atasan dan bawahan, serta mengesahkan 
wilayah dan lingkungan masyarakat hukum tersebut. Definisi ini juga 
mengacu pada alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum terse-
but; termasuk susunan, wewenang, dan keseimbangan antara alat-alat 
perlengkapan tersebut (Tutik, 2010: 25).
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Secara garis besar, hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang 
termasuk dalam ranah hukum publik. Definisi hukum tata negara telah 
berkembang dan mencakup kajian tentang struktur organ negara, fungsi, 
dan hubungan antarorgan negara; serta persoalan yang terkait dengan 
hubungan antara organ negara dan warga negara.

Hukum tata negara tidak hanya merupakan hukum dan norma tertulis, 
tetapi juga mencakup teori dan hukum konstitusi. Secara luas, hukum tata 
negara mempelajari negara dalam kondisi diam dan bergerak (Asshiddiqie, 
2006: 33).

Dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang 
mengatur tentang struktur organisasi negara, lembaga-lembaga negara, 
kekuasaan negara, hubungan antarlembaga, proses pengangkatan jabatan 
negara, hak asasi manusia, dan hubungan negara dengan warga negaranya.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
Ruang lingkup memiliki makna sebagai batasan atau lingkungan yang 
menentukan subjek yang akan dibahas dalam sebuah masalah. Ruang 
lingkup secara luas mencakup faktor-faktor seperti materi, tempat, waktu, 
dan sebagainya. Adapun ruang lingkup secara sempit merujuk pada hal 
atau materi tertentu. Dalam konteks yang lebih khusus, ruang lingkup 
digunakan sebagai metode untuk membatasi cakupan ilmu yang diteliti.

Dengan demikian, ruang lingkup berfungsi sebagai alat yang memung-
kinkan penelitian atau topik yang dibahas menjadi lebih fokus dan sesuai 
dengan jalur yang ditetapkan. Setiap subjek yang diteliti akan dapat menca-
pai tujuan yang diinginkan dengan efektif. Prinsip ini berlaku dalam berba-
gai bidang, termasuk dalam meraih tujuan dalam kehidupan (Nuruddin 
& Muhasim, 2022: 24).

Para ahli hukum memiliki beragam klasifikasi dalam menentukan 
ruang lingkup kajian hukum tata negara, terutama dalam konteks Indonesia. 
Berikut beberapa ahli hukum yang turut menyumbangkan pemikirannya. 
1. Ahmad Sukardja

Sukardja (2014) mengklasifikasikan ruang lingkup hukum tata negara 
menjadi empat objek kajian berikut.
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BAB II
SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Pengertian Sumber Hukum
Salah satu aspek yang terkait dengan penyelidikan dan pengajaran ilmu 
hukum adalah mengenai sumber-sumber hukum. Penyelidikan sumber 
hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana dan dari mana pera-
turan hukum berasal atau digunakan sebagai panduan dalam kehidupan 
suatu negara.

Istilah sumber hukum sebenarnya berbeda dengan dasar hukum, 
landasan hukum, atau payung hukum. Dasar hukum atau landasan hukum 
merujuk pada dasar-dasar hukum yang menjadi pijakan atau alasan hukum 
tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dibenarkan secara hukum. 
Sementara itu, istilah sumber hukum lebih menunjukkan dari mana nilai-
nilai atau norma tertentu berasal (Asshiddiqie, 2013: 121).

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR 
mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan 
Peraturan Perundangan Republik Indonesia menegaskan bahwa Pancasila 
merupakan sumber dari segala hukum Indonesia.
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Adapun perwujudan sumber dari segala sumber hukum bagi Indonesia 
tersebut terdiri dari empat bentuk. Pertama, Proklamasi Kemerdekaan 17 
Agustus 1945. Kedua, Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ketiga, Undang-Undang 
Dasar 1945. Keempat, Surat Perintah 11 Maret 1966.

Berdasarkan Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber 
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, pengertian 
sumber hukum dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Sumber hukum merupakan sumber yang digunakan dalam penyu-

sunan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber hukum terbagi menjadi sumber hukum tertulis dan sumber 

hukum tidak tertulis.
3. Sumber hukum dasar nasional terdiri dari nilai-nilai Pancasila yang 

tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
Dalam bahasa Inggris, sumber hukum diterjemahkan sebagai source of 

law. Istilah source of law digunakan dalam beberapa pengertian, tergantung 
pada sudut pandang yang digunakan. Studi hukum juga dipelajari oleh 
para ahli ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, filsafat, dan ilmu sosial 
lainnya. Dengan demikian, pengertian sumber hukum dapat ditinjau dari 
perspektif ilmu sosial tersebut sehingga menghasilkan beberapa makna 
yang terkait dengan istilah itu.

Apeldorn (2004: 75—78) membedakan empat jenis sumber hukum, 
yaitu sebagai berikut.
1. Sumber hukum dalam arti historis

Ahli sejarah menggunakan sumber hukum dalam dua arti. Pertama, 
sebagai sumber pengenalan hukum yang mencakup semua tulisan, 
dokumen, dan inskripsi. Kedua, sebagai sumber-sumber tempat 
pembentuk undang-undang memperoleh bahan untuk membuat 
undang-undang.

2. Sumber hukum dalam arti sosiologis
Dalam hal ini, sumber hukum adalah faktor-faktor yang menentukan 
isi hukum positif; seperti keadaan ekonomi, pandangan agama, dan 
psikologis.



13SUMBER HUKUM TATA NEGARA

3. Sumber hukum dalam arti filosofis
Sumber hukum digunakan dalam dua arti. Pertama, sebagai sumber 
isi hukum yang menjelaskan dari mana isi hukum berasal. Kedua, 
sebagai sumber kekuatan mengikat hukum yang menjelaskan meng-
apa hukum memiliki otoritas yang mengikat dan mengapa kita harus 
tunduk pada hukum.

4. Sumber hukum dalam arti formal
Sumber hukum merupakan peristiwa-peristiwa dari mana hukum yang 
berlaku timbul, yang mengikat baik hakim maupun penduduk. Sumber 
ini dilihat dari cara terbentuknya hukum positif yang diwujudkan 
dalam undang-undang, kebiasaan, traktat, atau perjanjian antarnegara.

Dalam hal ini Utrecht (1966) mengatakan bahwa ada dua pengertian 
sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum 
dalam arti substansial atau material. Sumber hukum dalam arti formal 
adalah tempat formal dalam bentuk tertulis di mana suatu aturan hukum 
diambil. Adapun hukum dalam arti material adalah tempat asal dari norma 
hukum tersebut, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (Utrecht 
& Saleh, 1989: 133—134).

Sementara itu, Mertokusumo (1999: 82) berpendapat bahwa pengertian 
sumber hukum dalam dijelaskan dalam lima pengertian berikut.
1. Sebagai asas hukum yang menjadi awal atau dasar hukum; seperti 

kehendak Tuhan, akal manusia, dan jiwa bangsa.
2. Sebagai sumber yang mengacu pada hukum-hukum sebelumnya yang 

memberikan materi bagi hukum yang berlaku saat ini, seperti hukum 
Prancis dan hukum Romawi.

3. Sebagai sumber yang memberikan kekuatan formal bagi peraturan 
hukum yang berlaku, baik melalui penguasa maupun masyarakat.

4. Sebagai sumber yang memungkinkan seseorang untuk mengenal 
hukum; seperti dokumen, undang-undang, lontar, dan tulisan batu.

5. Sebagai sumber yang menciptakan atau menimbulkan hukum itu 
sendiri.
Selanjutnya, ada Joniarto (1991: 2—17) yang mengatakan bahwa 

sumber hukum dapat dijelaskan dalam tiga pengertian. Pertama, sumber 
hukum dalam pengertian sebagai asal dari hukum positif. Dalam hal ini 
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berwujud keputusan yang diambil oleh pihak berwenang untuk menetapkan 
keputusan mengenai suatu masalah.

Kedua, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat di mana 
aturan-aturan hukum positif dapat ditemukan. Ini dapat berupa pera-
turan-peraturan atau ketetapan tertulis maupun tidak tertulis. Ketiga, 
sumber hukum terkait dengan ilmu filsafat, sejarah, dan masyarakat. Hal 
itu menjadikannya mendapatkan pengertian sumber hukum dalam konteks 
filsafat, sumber hukum dalam konteks sejarah, dan sumber hukum dalam 
konteks sosiologi.

Sumber Hukum Formil dan Materiil
Sumber hukum dalam arti formil merujuk pada sumber hukum yang 
dikenal berdasarkan bentuknya. Bentuk ini menyebabkan hukum tersebut 
berlaku secara umum, dikenal, dan diikuti oleh masyarakat. Inilah mengapa 
suatu kaidah dapat dikualifikasikan sebagai kaidah hukum, dan kaidah 
tersebut oleh pihak yang berwenang dianggap sebagai panduan hidup yang 
harus dilindungi (Utrecht, 1966: 133—134).

Sumber hukum formil merupakan bentuk pernyataan yang menegas-
kan bahwa sumber hukum materiil dapat berlaku. Dengan kata lain, sumber 
hukum materiil dapat berlaku jika sudah diberikan bentuk atau dinyatakan 
berlaku secara formal dalam hukum (Marbun & Mahffud, 2004: 23).

Kusnardi & Ibrahim (1983: 45) menjelaskan bahwa sumber hukum 
materiil merujuk pada sumber yang menentukan isi dari hukum itu sendiri. 
Bagi sarjana hukum, pengetahuan tentang sumber hukum dalam arti formil 
menjadi hal yang penting. Namun, jika dianggap perlu memerhatikan asal 
usul hukum maka sumber hukum dalam arti materiil juga menjadi relevan.

Sumber hukum materiil mencakup faktor-faktor dalam masyarakat 
yang memengaruhi pembentukan hukum. Misalnya, pengaruh terhadap 
pembuat undang-undang dan keputusan hakim serta faktor-faktor yang 
memengaruhi isi dari aturan hukum, atau tempat di mana hukum itu 
diambil (Ridwan, 2003: 42).

Menurut Zevenbergen (dalam Utrech & Djindang, 1989: 85), sumber 
hukum merupakan asal mula terbentuknya hukum. Secara umum, sumber 
hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum 
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BAB III
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Pengertian Lembaga Negara
Istilah lembaga negara memiliki variasi dalam berbagai terminologi. Dalam 
literatur berbahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah political insti-
tution. Dalam literatur berbahasa Belanda dikenal dengan istilah staat 
organen. Adapun istilah yang umum digunakan di Indonesia yaitu lembaga 
negara, badan negara, atau organ negara (Arifin dkk., 2005: 29).

Lembaga dapat berarti asal mula, organisasi yang melakukan kegiatan 
ilmiah atau usaha tertentu, atau pola perilaku yang mapan dengan inter-
aksi sosial yang terstruktur dalam kerangka nilai yang relevan. Adapun 
negara merujuk pada suatu organisasi yang berada dalam wilayah tertentu, 
memiliki kekuasaan tertinggi yang sah, serta diakui dan ditaati oleh rakyat.

Secara sederhana, lembaga negara dapat dibedakan dari istilah lembaga 
swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, semua lembaga 
yang bukan merupakan lembaga masyarakat dapat dianggap sebagai 
lembaga negara. Lembaga negara dapat ada di bidang legislatif, eksekutif, 
yudikatif, atau memiliki sifat campuran (Asshiddiqie, 2006: 31).
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Terdapat dua unsur yang saling terkait dalam pembicaraan tentang 
organisasi negara, yaitu organ dan fungsi. Asshiddiqie (2005: 49) menga-
takan bahwa organ merujuk pada bentuk dan struktur, sedangkan fungsi 
merujuk pada isinya. 

Kelsen (2006: 276) menambahkan bahwa siapa pun yang menja-
lankan fungsi yang ditentukan oleh tata hukum adalah suatu organ. Ini 
berarti organ negara tidak selalu memiliki bentuk yang organik. Selain 
organ yang berbentuk organik, dalam pengertian yang lebih luas, setiap 
jabatan yang ditentukan oleh hukum juga dapat disebut sebagai organ; 
asalkan fungsi-fungsinya mencakup penciptaan norma dan/atau pelaksa-
naan norma.

Doktrin tentang fungsi lembaga negara biasanya terkait dengan teori 
Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi, yaitu 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun dalam perkembangan zaman, 
bentuk dan sistem negara telah beragam sehingga pembagian tiga fungsi 
tersebut dianggap tidak relevan lagi.

Lembaga-lembaga negara mengalami perubahan dan perluasan fungsi 
sesuai dengan kompleksitas masalah dalam kehidupan negara. Lembaga-
lembaga tersebut saling berhubungan dan saling mengawasi satu sama 
lain melalui mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, satu cabang 
kekuasaan dalam negara tidak lagi secara eksklusif mengemban satu fungsi 
tertentu.

Organ negara dalam arti sempit adalah lembaga negara yang memiliki 
kedudukan hukum yang ditetapkan oleh UUD. Lembaga negara ini dapat 
disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepar-
temen, atau lembaga negara. Pembentukan lembaga negara dapat dilakukan 
berdasarkan UUD, UU, atau keputusan presiden. Dasar hukum pemben-
tukan lembaga negara menjadi faktor penting dalam menentukan hierarki 
posisinya dalam sistem ketatanegaraan.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD disebut sebagai 
organ konstitusi. Adapun yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ 
UU, dan yang hanya dibentuk melalui keputusan presiden memiliki ting-
katan dan perlakuan hukum yang lebih rendah. Selain itu, parlemen yang 
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menetapkan UU dan warga negara yang memilih wakil-wakilnya melalui 
pemilihan umum juga termasuk dalam organ negara dalam arti luas.

Pada pasca-amandemen UUD 1945, tidak ada penjelasan yang tegas 
mengenai definisi lembaga negara dan klasifikasinya; serta mana yang 
termasuk atau tidak termasuk sebagai lembaga negara. Hal ini disebab-
kan kurangnya literatur yang membahas pengertian lembaga negara di 
Indonesia.

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga tidak 
menjelaskan dengan jelas mengenai makna “lembaga negara yang kewe-
nangannya diberikan UUD”. Fadjar (2006: 184) menyebutkan bahwa inter-
pretasi mengenai hal itu dapat bervariasi. Pertama, interpretasi yang luas 
mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya tercan-
tum dalam UUD 1945. Kedua, interpretasi yang moderat membatasi pada 
lembaga tertinggi dan lembaga tinggi yang terdapat sebelumnya. Ketiga, 
interpretasi yang sempit merujuk secara eksplisit pada ketentuan pasal 67 
UU Nomor 24 Tahun 2003.

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, terdapat beberapa konstitusi yang 
telah berlaku di negara ini. Pertama, UUD 1945 yang berlaku dari tanggal 
18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi RIS 1949 
yang berlaku mulai 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Ketiga, 
UUDS 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Keempat, 
berlakunya kembali UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang. 

UUD 1945 berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 
1945 mengalami beberapa amandemen. Amendemen pertama pada 19 
Oktober 1999, amendemen kedua pada 18 Agustus 2000, amendemen 
ketiga pada 9 November 2001, dan amendemen keempat pada 10 Agustus 
2002.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, setiap konstitusi yang berlaku 
memiliki perbedaan dalam konsepsi lembaga negara; termasuk istilah, 
kewenangan, dan penyebutan nama-nama lembaga negara tersebut. Istilah 
lembaga negara dalam perspektif sejarah juga dikenal dengan istilah badan, 
organ, alat-alat perlengkapan, dan alat perlengkapan negara.
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Meskipun istilah-istilah tersebut berbeda, tetapi memiliki pengertian 
yang sama. Hal ini tergantung pada kewenangan dan fungsi yang diatur 
dalam UUD atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Istilah lembaga negara dalam UUD 1945 pra-amandemen tidak lagi 
digunakan, melainkan digantikan dengan istilah “badan”. Contohnya adalah 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan badan-badan kehakiman. Dalam 
Penjelasan Umum UUD 1945, dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat dipegang 
oleh suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 
yang merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Konstitusi RIS, istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga 
negara adalah “alat-alat perlengkapan”. Konstitusi RIS menyebutkan bebe-
rapa alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat; antara lain 
presiden, menteri-menteri, senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan 
Dewan Pengawas Keuangan.

Adapun istilah lembaga negara dalam UUDS 1950 menggunakan isti-
lah “alat perlengkapan negara”. Pasal 44 UUDS 1950 menjelaskan bahwa alat 
perlengkapan negara terdiri dari presiden dan wakil presiden, menteri-men-
teri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Istilah lembaga negara tidak terdapat dalam UUD 1945, Konstitusi 
RIS, dan UUDS. Istilah tersebut muncul dalam Ketetapan MPRS No. 
VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat 
dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-Lembaga 
Permusyawaratan/Perwakilan.

Ketetapan MPRS tersebut menjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara 
yang didasarkan pada UUD 1945 meliputi MPR, DPR, kementerian negara, 
DPA, pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah 
Agung. Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga negara berdasarkan 
peraturan perundang-undangan lainnya.

Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dalam konteks global, MPR memiliki karakteristik yang unik karena mele-
bihi kedudukan parlemen sebagai lembaga perwakilan. Biasanya, parlemen 
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BAB IV 
KONSTITUSI

Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu constitutio; yang 
terkait dengan kata “jus” atau “ius”, berarti hukum atau prinsip. Konstitusi 
memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dalam 
hierarki hukum, serta memiliki karakteristik yang sangat fundamental. 
Konstitusi dianggap sebagai sumber legitimasi yang memberikan dasar 
hukum bagi suatu negara.

Dalam pengertian yang sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai 
sekumpulan aturan hukum yang disusun secara sistematis. Bertujuan untuk 
mengatur secara mendasar terkait struktur dan fungsi lembaga-lembaga 
pemerintahan, termasuk dalam hal kewenangan lembaga-lembaga tersebut 
(Ahmad, 2020: 17).

Wheare (1960) mengartikan konstitusi sebagai sistem ketatanegaraan 
suatu negara yang terdiri dari peraturan-peraturan yang membentuk dan 
mengatur pemerintahan negara tersebut. Peraturan-peraturan ini terdiri 
dari ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak 
memiliki sifat hukum (nonlegal).
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Adapun Budiardjo (1998) mendefinisikan konstitusi sebagai sebuah 
dokumen yang mengungkapkan tujuan nasional dan menjadi dasar bagi 
organisasi negara. Di dalamnya terdapat berbagai aturan pokok yang berka-
itan dengan kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga negara, 
cita-cita dan ideologi negara, masalah ekonomi, dan lain sebagainya.

Adanya beragam pengertian mengenai konstitusi serta adanya perbe-
daan antara konstitusi dan UUD 1945 merupakan hal yang umum dalam 
dunia hukum, terutama dalam bidang hukum konstitusi. Hal ini disebabkan 
oleh perbedaan sudut pandang yang menghasilkan pemikiran-pemikiran 
yang beragam, kemudian dijadikan dasar untuk mengembangkan teori-
teori.

Seiring waktu, ilmu konstitusi terus berkembang dan dinamis karena 
ruang lingkup hukum konstitusi selalu beradaptasi dengan perkembangan 
zaman dan mengikuti arus pemikiran yang sedang berkembang. Proses ini 
berkelanjutan dalam mencari bentuk yang sesuai dengan alam pemikiran 
yang sedang dibahas (Ahmad, 2020: 17).

Fungsi Konstitusi
Keberadaan konstitusi dalam kehidupan suatu negara sangat penting dan 
fundamental. Tanpa konstitusi, negara mungkin tidak akan terbentuk. 
Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara memiliki konstitusi 
sepanjang perjalanan sejarah hingga awal abad ke-21. Hal ini menggam-
barkan pentingnya konstitusi sebagai alat penting dalam negara. Konstitusi 
dan negara saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kogoya 
(2015: 19) mengatakan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu fungsi horizontal dan fungsi vertikal. 

Fungsi Konstitusi Secara Horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal merujuk pada pembagian kekua-
saan berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu; seperti lembaga legisla-
tif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa pembagian 
kekuasaan secara horizontal terjadi di tingkat pemerintahan pusat maupun 
di tingkat pemerintahan daerah. 
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Pada tingkat pemerintahan pusat, terdapat pembagian kekuasaan 
antara lembaga-lembaga negara yang memiliki tingkatan yang setara. 
Lembaga-lembaga seperti DPR, presiden, dan MA memiliki wewenang 
dan tanggung jawab yang sejajar. Seiring dengan perubahan yang terjadi 
pada UUD 1945, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat 
mengalami pergeseran.

Perubahan tersebut mencakup pergeseran dalam pengaturan kekuasaan 
antara lembaga-lembaga negara di tingkat pemerintahan pusat. Perubahan 
ini dapat mencakup peran dan wewenang yang diberikan kepada lembaga 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif; serta mekanisme kerja sama dan penga-
wasan di antara mereka. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi 
perkembangan dan kebutuhan negara serta memperkuat sistem demokrasi 
dan pembagian kekuasaan yang seimbang di tingkat pemerintahan pusat.

Pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pemerintahan 
pusat mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan UUD 1945. 
Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang efektif, demokratis, 
serta seimbang dalam menjalankan fungsi-fungsi negara dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat.

Pergeseran yang dimaksud adalah perubahan dalam klasifikasi kekua-
saan negara. Sebelumnya, kekuasaan negara terdiri dari tiga jenis: legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif. Namun, sekarang pergeseran tersebut melibatkan 
enam jenis kekuasaan negara berikut.
1. Kekuasaan konstitutif, yang melibatkan kekuasaan untuk mengubah 

dan menetapkan UUD.
2. Kekuasaan eksekutif, yang melibatkan kekuasaan untuk menjalankan 

UU dan pemerintahan negara.
3. Kekuasaan legislatif, yang melibatkan kekuasaan untuk membuat UU.
4. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yang melibatkan keku-

asaan untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum 
serta keadilan.

5. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yang melibatkan kekuasaan terkait 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

6. Kekuasaan moneter, yang melibatkan kekuasaan untuk menetapkan 
dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, 
serta menjaga kestabilan nilai mata uang negara.
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Bagi mereka yang melihat negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan, 
konstitusi dapat dianggap sebagai suatu lembaga atau kumpulan prin-
sip yang menentukan pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga 
pemerintahan; seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi 
mengatur cara kerja dan koordinasi antara pusat-pusat kekuasaan ini, serta 
mengatur hubungan kekuasaan di dalam negara.

Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga berfungsi sebagai 
alat untuk melindungi hak-hak warga negara. Hak-hak termasuk hak asasi 
seperti hak untuk hidup, kesejahteraan, dan kebebasan.

Struycken (1915) menjelaskan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi 
tertulis adalah dokumen resmi yang berisi hal-hal berikut.
1. Merupakan hasil dari perjuangan politik bangsa di masa lalu.
2. Merupakan tingkat puncak dari perkembangan sistem ketatanegaraan 

bangsa.
3. Mencerminkan pandangan para tokoh bangsa yang ingin mewujudkan 

visi untuk masa sekarang maupun masa depan.
4. Merupakan keinginan untuk memimpin perkembangan kehidupan 

negara menuju arah yang diinginkan.
Keempat materi yang terkandung dalam konstitusi atau UUD 1945 

tersebut menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai tolok ukur 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga memberikan arahan 
dan pedoman bagi generasi mendatang dalam mengelola negara. 

Fungsi Konstitusi Secara Vertikal
Fungsi konstitusi secara vertikal terkait dengan pembagian kekuasaan 
berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan secara teritorial. 
Perbedaan dalam pembagian kekuasaan ini dapat diamati dengan jelas jika 
kita membandingkan negara kesatuan, negara federal, dan konfederasi. 
1. Konstitusi unitaris (konstitusi negara kesatuan)

Konstitusi disebut unitaris ketika pembagian kekuasaan antara peme-
rintah pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak setara, dengan keku-
asaan pusat yang lebih dominan. Kekuasaan di daerah bersifat turunan 
atau tidak langsung, serta sering kali memiliki tingkat otonomi yang 
lebih luas. Dalam konstitusi unitaris, tidak ada badan legislatif yang 
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BAB V
HAK ASASI MANUSIA

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia merujuk pada hak-hak 
dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Memperbincangkan HAM berarti 
membahas aspek kehidupan manusia karena HAM tidak diberikan oleh 
masyarakat atau negara, tetapi berdasarkan pada martabat manusia itu 
sendiri (Suseni, 2001: 121).

Pertama, hak manusia yang melekat pada diri individu sejak lahir. 
Hak ini terkait dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, 
tidak dapat dicabut, serta tidak tergantung pada keberadaan orang lain di 
sekitarnya.

Kedua, hak manusia yang menjadi dasar dalam UU. Contoh dari hak ini 
meliputi kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan pribadi, hak 
atas nama baik, hak untuk menikah, kebebasan berkumpul dan menyam-
paikan pendapat, serta pembebasan wanita (Wiranata, 2007: 229).

Hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droit de l’homme 
dalam bahasa Prancis, yang berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris, 
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istilah yang digunakan adalah human rights. Adapun dalam bahasa Belanda 
disebut menselijke rechten (Sulistyanto, 1997: 14).

Istilah resmi yang digunakan dalam Pembukaan Piagam PBB adalah 
human rights. Piagam tersebut diterima di San Francisco pada 25 Juli 
1945 dan diratifikasi oleh mayoritas penandatangan pada Oktober 1945. 
Pemilihan istilah tersebut dikarenakan dianggap lebih tepat daripada istilah 
natural rights (hak-hak kodrati) atau the rights of man (hak-hak manusia) 
(Roestandi, 2006: 54—57).

Di Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah hak-hak asasi atau 
hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari basic rights (bahasa Inggris) 
dan grondrechten (bahasa Belanda) dalam beberapa literatur. Beberapa 
pengarang juga menggunakan istilah hak-hak fundamental sebagai terje-
mahan dari fundamental rights (bahasa Inggris) dan fundamentele rechten 
(bahasa Belanda). Di Amerika Serikat, selain istilah human rights, juga 
digunakan istilah civil rights (Naning, 1983: 7).

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keber-
adaan manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan sehingga harus 
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan 
setiap individu untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Gagasan 
mengenai HAM dipengaruhi oleh konsep hak kodrati atau hak alami.

Beberapa ahli menyatakan bahwa konsep HAM dapat dilacak hingga 
filsafat Stoik di zaman kuno melalui yurisprudensi hukum kodrati (natural 
law) Grotius dan ius naturale dari UU Romawi. Namun, terlihat jelas bahwa 
asal-usul konsep HAM yang modern dapat ditemukan dalam revolusi 
Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18 (Davidson, 
1994: 2).

Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dikenal dengan 
nama Latinnya Grotius mengembangkan teori hukum kodrat Aquinas dan 
mengubahnya menjadi pemikiran sekuler yang rasional. Kemudian John 
Locke, seorang cendekiawan pasca-Renaisans, mengembangkan gagasan 
tentang teori hak kodrati. Pemikiran Locke tentang hak kodrati ini menjadi 
dasar bagi munculnya revolusi hak pada periode abad ke-17 dan ke-18 di 
Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis (Smith, 2008: 12).
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BAB VI
PEMILIHAN UMUM

Pengertian Pemilihan Umum
Pemilihan umum (pemilu) pada dasarnya adalah pengakuan dan imple-
mentasi hak politik rakyat, di mana rakyat memberikan delegasi hak-hak 
tersebut kepada wakil-wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan. 
Pemilu dianggap sebagai simbol dan ukuran utama dari demokrasi. Dengan 
kata lain, pelaksanaan dan hasil pemilu mencerminkan keterbukaan dan 
penerapan nilai-nilai dasar demokrasi; serta pentingnya kebebasan berpen-
dapat dan berorganisasi sebagai cerminan pendapat warga negara.

Tambunan (2002) mengatakan bahwa pemilu adalah alat untuk mewu-
judkan prinsip kedaulatan rakyat. Pada dasarnya mengakui dan mengim-
plementasikan hak-hak politik rakyat, serta merupakan proses delegasi 
hak-hak tersebut dari rakyat kepada para wakil mereka untuk melaksana-
kan pemerintahan.

Adapun Kusnardi & Ibrahim (1988) berpendapat bahwa pemilu adalah 
hak asasi yang prinsipil bagi warga negara karena pemerintah memiliki 
kewajiban untuk melaksanakan pemilu. Mengingat prinsip kedaulatan 



 PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA66

rakyat, keputusan mengenai hal tersebut harus kembali kepada rakyat. 
Oleh karena itu, pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi 
dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Di sisi lain, Donald (1999) berpendapat bahwa pemilu bukanlah sega-
lanya dalam konteks demokrasi. Pemilu adalah sarana untuk menerapkan 
prinsip demokrasi, dan prinsip-prinsip inti demokrasi tidak hanya terletak 
pada pemilu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu memiliki arti 
penting dalam dinamika negara (Tutik, 2010: 331).

Sementara itu, Asshiddiqie (2007) berpendapat bahwa pemilu adalah 
mekanisme yang digunakan untuk secara demokratis memilih wakil-wakil 
rakyat. Oleh karena itu, negara-negara yang mengeklaim sebagai negara 
demokrasi diharapkan secara berkala menyelenggarakan pemilu sebagai 
ciri penting dari sistem mereka.

Dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan 
rakyat yang diadakan secara berkala dalam sebuah sistem negara demo-
krasi. Rakyat dalam pemilu akan memiliki hak untuk memilih dan/atau 
dipilih sebagai wakil-wakil yang akan memegang posisi di lembaga ekse-
kutif dan legislatif, bertanggung jawab dalam memimpin dan mengatur 
pemerintahan negara, serta menjalankan tugas-tugas atas nama dan untuk 
kepentingan rakyat.

Sistem Pemilihan Umum
Sistem Mekanis
Sistem mekanis dalam pemilu menggambarkan pandangan yang bersifat 
mekanis terhadap masyarakat. Dalam sistem ini, setiap individu dianggap 
sama dan memiliki hak suara yang sama dalam setiap pemilihan. Dalam 
pelaksanaannya, sistem mekanis dapat dilaksanakan melalui dua cara yang 
berbeda berikut.
1. Sistem perwakilan distrik

Dalam sistem ini, wilayah negara dibagi menjadi distrik-distrik atau 
daerah-daerah pemilihan dengan jumlah yang sama dengan jumlah 
anggota lembaga perwakilan rakyat yang akan dipilih. Setiap distrik 
atau daerah pemilihan akan diwakili oleh satu orang perwakilan atau 
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sistem mayoritas. Calon yang memperoleh suara terbanyak atau mayo-
ritas di daerah pemilihan tersebut akan menjadi wakil rakyat.

Sistem ini menjadikan setiap pemilih di distrik pemilihan memi-
liki satu suara untuk memilih satu calon dari distrik tersebut. Calon 
dengan jumlah suara terbanyak akan menjadi perwakilan rakyat dari 
distrik tersebut. Sistem ini didasarkan pada prinsip mayoritas, di mana 
suara mayoritas pemilih di distrik tertentu akan menentukan siapa 
yang terpilih sebagai perwakilan mereka. 

Keuntungan sistem ini yaitu memudahkan pemilih dalam mema-
hami sistem pemilihan dan mengidentifikasi calon yang mereka 
dukung di wilayah pemilihan mereka. Namun, sistem ini juga memi-
liki kelemahan, yaitu dapat mengabaikan suara minoritas yang tidak 
terwakili. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan mendapatkan 
semua kursi dari distrik tersebut, sedangkan suara minoritas tidak akan 
berkontribusi pada pemilihan wakil rakyat.

2. Sistem perwakilan berimbang
Dalam sistem ini, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat diba-
gikan kepada setiap partai politik berdasarkan persentase jumlah suara 
yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Dalam pelaksana-
annya, pemilih akan menemui kartu suara yang mencantumkan nama 
partai politik atau nama partai politik beserta nama calon.

Pemilih dalam sistem ini memiliki kebebasan untuk memilih 
partai politik yang mereka dukung, tanpa harus mempertimbangkan 
calon individual. Jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai politik 
di lembaga perwakilan rakyat akan ditentukan berdasarkan persentase 
suara yang mereka dapatkan dalam pemilihan umum. Semakin tinggi 
persentase suara yang diperoleh suatu partai politik, semakin banyak 
kursi yang mereka dapatkan.

Keuntungan sistem ini yaitu mewakili keragaman pandangan 
politik dalam masyarakat dengan lebih adil. Suara minoritas juga dapat 
terwakili karena kursi di lembaga perwakilan rakyat didistribusikan 
berdasarkan persentase suara. Namun, sistem ini memiliki tantangan 
dalam pembentukan pemerintahan yang stabil karena sering kali 
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memerlukan pembentukan koalisi antarpartai untuk memperoleh 
mayoritas yang cukup.

Terdapat dua model utama dalam sistem perwakilan berimbang 
ini, yaitu sebagai berikut. 
a. Single transferable vote (hare system)

Menurut sistem perwakilan berimbang dengan model pemi-
lihan terbuka, pemilih diberi kesempatan untuk memberikan 
suara kepada lebih dari satu calon dalam distrik yang terkait. 
Pemilih dapat menentukan pilihan pertama, kedua, dan seterusnya 
sesuai dengan preferensinya. Dalam sistem ini, terdapat sebuah 
imbangan suara yang ditentukan; yaitu jumlah minimal suara yang 
diperlukan oleh seorang calon untuk memperoleh kursi.

Proses pemilihan dimulai dengan menghitung suara pilihan 
pertama dari setiap pemilih. Jika seorang calon memperoleh 
jumlah suara yang memenuhi imbangan suara yang ditentukan, 
calon tersebut akan langsung mendapatkan kursi dalam lembaga 
perwakilan. Jika ada sisa suara setelah memenuhi imbangan suara, 
suara tersebut akan dialihkan kepada calon kedua yang dipilih 
oleh pemilih. Proses ini akan terus berlanjut sampai seluruh kursi 
dalam distrik tersebut terisi.

Dengan adanya sistem ini, pemilih memiliki lebih banyak 
fleksibilitas dan kebebasan dalam menentukan calon yang mereka 
dukung. Sistem ini juga memungkinkan representasi yang lebih 
proporsional. Partai politik yang mendapatkan persentase suara 
yang signifikan akan memiliki jumlah kursi yang sesuai dalam 
lembaga perwakilan rakyat.

b. Sistem daftar (list system)
Dalam sistem perwakilan berimbang model pemilihan tertutup, 
pemilih diberikan daftar calon wakil rakyat yang telah disiapkan. 
Pemilih diminta untuk memilih satu calon dari daftar tersebut, 
kemudian pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah suara 
terbanyak yang diperoleh oleh calon tersebut.

Proses pemilihan dimulai dengan pemilih memilih satu calon 
dari daftar yang disediakan. Setelah pemilihan selesai, suara dari 
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BAB VII
PARTAI POLITIK 

Partai Politik dan Pelembagaan Demokrasi
Partai politik memiliki posisi dan peran yang sangat signifikan dalam 
setiap sistem demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai penghubung 
strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak yang 
berpendapat bahwa partai politik adalah faktor penentu dalam demokrasi.

Schattschneider (1975) berpendapat bahwa partai politik menciptakan 
demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan partai politik sangat penting dan 
perlu diperkuat dalam institusi politik yang demokratis. Bahkan, ia juga 
menyatakan bahwa demokrasi modern tidak dapat dipahami kecuali dalam 
konteks partai-partai politik.

Namun, ada juga pandangan kritis dan skeptis terhadap partai politik. 
Pandangan yang sangat serius menyatakan bahwa partai politik sebenarnya 
tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau 
memiliki niat untuk memuaskan ambisi kekuasaan mereka sendiri. Partai 
politik dianggap hanya sebagai alat yang digunakan oleh sejumlah kecil 
orang yang secara kebetulan berhasil memenangkan suara rakyat yang 
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mudah diperdaya, digunakan untuk memaksakan kebijakan publik tertentu 
atas biaya kepentingan umum atau kehendak bersama.

Dalam negara demokrasi, penting bahwa setiap lembaga negara memi-
liki kedudukan dan peran yang kuat serta saling mengendalikan dalam 
kerangka hubungan checks and balances. Jika lembaga-lembaga negara 
tidak berfungsi dengan baik, sering kali partai politik yang rakus atau 
ekstremisme menjadi dominan dan mengendalikan semua proses penye-
lenggaraan pemerintahan.

Pentingnya sistem partai politik yang baik menjadi faktor penentu 
dalam menjalankan sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and 
balances secara luas. Sebaliknya, kualitas fungsi-fungsi lembaga negara 
yang efektif sesuai dengan prinsip checks and balances yang ditetapkan oleh 
konstitusi juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas sistem partai 
politik dan mekanisme demokrasi yang ada di suatu negara.

Semua aspek tersebut sangat terkait dengan pertumbuhan tradisi dan 
budaya berpikir bebas dalam masyarakat. Tradisi berpikir bebas atau kebe-
basan berpikir pada akhirnya memengaruhi perkembangan prinsip kemer-
dekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat 
demokratis yang bersangkutan.

Partai politik dipahami juga sebagai salah satu bentuk pelembagaan 
yang mewakili ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam 
masyarakat demokratis. Ekspresi tersebut juga dapat ditemukan dalam 
bentuk kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat 
melalui organisasi nonpartai politik.

Dalam konteks kegiatan negara, peran partai politik sebagai media dan 
wadah menjadi sangat penting. Selain faktor-faktor lain seperti pers yang 
bebas dan peran kelas menengah yang tercerahkan, peran partai politik 
memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika kegiatan negara. Partai 
politik memainkan peran yang krusial dalam proses dinamis perjuangan 
nilai dan kepentingan dari para konstituennya untuk menentukan kebijakan 
dalam konteks kegiatan negara.

Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses pengam-
bilan keputusan negara, serta menghubungkan warga negara dengan insti-
tusi-institusi negara. Menurut Michels (1984: 23), organisasi merupakan 
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satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kehendak 
kolektif, 

Keberhasilan dalam perjuangan kepentingan sangat tergantung pada 
tingkat kebersamaan dalam organisasi. Organisasi yang terorganisasi 
dengan baik dalam melaksanakan perjuangan bersama bagi anggotanya 
yang memiliki kepentingan yang sama menjadi prasyarat penting dalam 
perjuangan politik.

Oleh karena itu, peran organisasi partai politik sangat penting dalam 
pelembagaan demokrasi. Hal ini terjadi karena organisasi memungkinkan 
kekuatan kepentingan bersama untuk berkonsolidasi dan menghadapi 
lawan dengan lebih kuat.

Proses pelembagaan demokrasi sangat tergantung pada pelemba-
gaan organisasi partai politik sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem 
demokrasi itu sendiri. Sebuah sistem politik dengan hanya satu partai atau 
tanpa partai politik sulit untuk dikategorikan sebagai demokratis. Tingkat 
pelembagaan partai politik dalam sistem demokrasi dipengaruhi oleh usia 
partai, depersonalisasi organisasi, dan diferensiasi organisasi (Meny dan 
Knapp, 1998: 86).

Setiap organisasi mengalami perkembangan alami sesuai dengan tahap 
waktunya. Seiring dengan bertambahnya usia organisasi, ide-ide dan nilai-
nilai yang dianut cenderung terlembagakan menjadi tradisi dalam organisasi 
tersebut.

Organisasi yang berkembang dan semakin terlembagakan cenderung 
mengalami proses depersonalisasi. Baik anggota internal maupun pihak 
luar menyadari dan menghormati organisasi tersebut sebagai institusi, 
serta tidak mencampuradukkan dengan masalah personal atau individu 
yang menjadi pengurusnya.

Meskipun ada beberapa organisasi yang sudah lama berdiri, tetapi 
belum terbentuk tradisi di mana urusan pribadi pengurus terpisah dan 
dipisahkan dari urusan organisasi. Dalam hal ini, tingkat pelembagaan 
organisasi sebagai institusi masih belum kuat; atau bisa dikatakan belum 
sepenuhnya terlembagakan sebagai organisasi yang kuat.
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Fungsi Partai Politik
Pandangan mendasar tentang peran partai politik berbeda secara signifikan 
antara negara demokratis dan negara otoriter. Hal tersebut memengaruhi 
pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik di masing-masing negara.

Di negara demokratis, partai politik memiliki kebebasan yang relatif 
dalam menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan tujuan awalnya. Partai 
politik dianggap sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi 
dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan memperjuangkan kepen-
tingan mereka di hadapan pemerintah. Lain halnya di negara otoriter, 
partai politik lebih cenderung mengikuti kehendak penguasa atau rezim 
yang berkuasa.

Banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi 
partai politik. Budiardjo (1998: 405—410) dalam hal ini mengatakan tiga 
fungsi partai politik: sebagai sarana lembaga aspirasi rakyat, sebagai sarana 
rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik.

Sebagai Sarana Lembaga Aspirasi Rakyat
Partai politik berfungsi sebagai lembaga yang menggabungkan, mengolah, 
dan merumuskan kepentingan, pendapat, dan aspirasi rakyat. Mereka 
bertugas untuk mewakili suara rakyat dan merumuskan kebijakan berda-
sarkan kepentingan yang mereka perjuangkan. Partai politik juga bertugas 
untuk mengusulkan program-program dan kebijakan-kebijakan tersebut 
melalui jalur parlemen kepada pemerintah, dengan tujuan agar kebijakan 
tersebut diadopsi dan diimplementasikan sebagai kebijakan publik.

Selain itu, partai politik juga berperan dalam menyampaikan rencana 
dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan melakukan penye-
baran informasi, partai politik memfasilitasi dialog dua arah antara peme-
rintah dan masyarakat. Melalui dialog tersebut, terjadi pertukaran gagasan 
dan aspirasi dari bawah ke atas serta dari atas ke bawah. Partai politik 
berfungsi sebagai penyeimbang atau jembatan antara pemerintah sebagai 
yang memerintah dan masyarakat sebagai yang diperintah.
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BAB VIII
LEMBAGA KEPRESIDENAN

Presiden dan Lembaga Kepresidenan
Presiden dan wakil presiden Indonesia bersama-sama membentuk lembaga 
kepresidenan. UUD 1945 mensyaratkan bahwa mereka harus menjadi 
warga negara Indonesia asli sejak lahir, tidak pernah menerima kewar-
ganegaraan lain secara sukarela, tidak pernah mengkhianati negara, serta 
memiliki kemampuan fisik maupun mental untuk menjalankan tugas dan 
kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Pasangan presiden dan wakil presiden dianggap sebagai satu kesatuan 
atau dwitunggal dalam lembaga kepresidenan. Hal ini juga tercermin dalam 
sumpah atau janji yang diucapkan oleh presiden dan wakil presiden sesuai 
dengan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945.

Presiden dan wakil presiden membentuk institusi kepresidenan yang 
merupakan satu kesatuan, tetapi keduanya memiliki jabatan konstitusional 
yang terpisah. Perbedaan antara keduanya terkait dengan kewenangan yang 
dimiliki presiden dalam berbagai bidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 
10—16 UUD 1945. Selain itu, terdapat perbedaan dalam hal pemberhen-
tian presiden dan/atau wakil presiden sesuai dengan Pasal 7B UUD 1945.
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Meskipun dipilih secara berpasangan dan memiliki persyaratan yang 
sama serta mengucapkan sumpah/janji yang sama, pemberhentian mereka 
tidak selalu dilakukan secara bersamaan. Lembaga kepresidenan merupakan 
salah satu lembaga tinggi negara atau organ konstitusi yang terwujud dalam 
jabatan presiden dan wakil presiden (Asshiddiqie, 2006: 2006).

Wakil presiden memiliki karakteristik yang unik. Meskipun dianggap 
sebagai pembantu presiden seperti para menteri, wakil presiden tidak dapat 
diberhentikan oleh presiden seperti yang berlaku bagi menteri. Hal ini 
terjadi karena kedudukannya sebagai pasangan jabatan dengan presiden 
yang dipilih bersama oleh rakyat melalui pemilu.

Indrati (2007: 153) mengatakan bahwa wakil presiden dipilih secara 
langsung, tetapi tetap bertanggung jawab kepada presiden. Tugas wakil 
presiden adalah membantu presiden dalam semua tugas secara umum. 
Namun, tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan perun-
dang-undangan karena hal tersebut menjadi kewenangan presiden. Dalam 
situasi yang sangat mendesak, wakil presiden hanya dapat bertindak atas 
nama presiden.

Meskipun demikian, Asshiddiqie (2006: 80) menjelaskan bahwa kedu-
dukan wakil presiden lebih tinggi dan lebih penting daripada jabatan 
menteri. Wakil presiden memiliki lima kemungkinan posisi terkait dengan 
presiden: wakil, pengganti, pembantu, pendamping, dan wakil presiden 
yang mandiri. Dalam menjalankan kelima posisi tersebut, presiden dan 
wakil presiden bertindak sebagai satu kesatuan dalam menjalankan jabatan 
lembaga kepresidenan.

Kemungkinan posisi wakil presiden tersebut terdapat dalam berbagai 
pasal UUD 1945. Posisi sebagai wakil diatur dalam Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, 
Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 9. Posisi sebagai pengganti yang 
menggantikan presiden diatur dalam Pasal 8. Posisi sebagai pembantu yang 
membantu presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Adapun posisi sebagai 
pendamping dan jabatan yang bersifat mandiri tidak diatur secara langsung, 
tetapi merupakan konsekuensi logis dari posisinya sebagai wakil presiden.
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Syarat dan Masa Jabatan Presiden
Persyaratan untuk menjadi presiden dapat bervariasi, tergantung pada 
kondisi yang berlaku di suatu negara. Alrasid (1999: 35) mengatakan bahwa 
secara umum terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi 
presiden. Salah satunya terdapat batasan usia minimum yang harus dipe-
nuhi oleh calon presiden. 

Terdapat pula ketentuan hukum yang berlaku apabila syarat jabatan 
presiden tidak terpenuhi sehingga dapat melibatkan pemilihan kembali 
atau penggantian presiden secara hukum. Ada juga ketentuan hukum yang 
mengatur prosedur jika seseorang bersedia menjabat sebagai presiden, 
seperti mengikuti proses pemilihan atau pengangkatan resmi. Dengan 
demikian, kriteria untuk menjadi presiden dapat berbeda-beda tergantung 
pada kondisi dan regulasi yang ada di suatu negara.

Sebelum adanya perubahan dalam UUD 1945, persyaratan untuk 
calon presiden dan wakil presiden tidak diatur secara spesifik. Namun, 
dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 terdapat ketentuan bahwa presiden harus 
merupakan orang Indonesia asli.

Penjelasan mengenai istilah “orang Indonesia asli” itu berkaitan dengan 
adanya klasifikasi dalam masyarakat Indonesia sebelumnya. Sebelumnya 
terdiri dari tiga golongan: golongan Eropa, golongan timur jauh, dan 
golongan pribumi. Golongan pribumi mengacu pada mereka yang tergolong 
dalam golongan bumiputra, sesuai dengan Pasal 163 Indische Staatsregeling.

Dalam UU RIS Nomor 7 Tahun 1950, persyaratan untuk menjadi 
presiden diatur dalam Pasal 45 ayat (5). Pasal tersebut menyebutkan bahwa 
seorang calon presiden harus merupakan warga negara Indonesia yang 
berusia minimal 30 tahun, tidak termasuk orang yang tidak memiliki hak 
pilih atau menjalankan hak pilih, serta tidak memiliki hak dipilih yang 
telah dicabut.

Setelah adanya perubahan ketiga pada UUD 1945 pada 9 November 
2001, penafsiran istilah “orang Indonesia asli” telah diubah. Pasal 6 ayat 
(1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menjelaskan sebagai berikut.
1. Calon presiden harus menjadi warga negara sejak lahir dan tidak 

pernah menerima kewarganegaraan lain karena keinginannya sendiri, 
tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara, serta 
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BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pengertian Kekuasaan Kehakiman
Indonesia diakui sebagai negara yang berdasarkan hukum. Prinsip negara 
hukum ini awalnya tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang 
Sistem Pemerintahan Negara dan kemudian dijadikan ketentuan hukum 
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah mengalami perubahan pada 2001. 
Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara 
hukum.

Salah satu aspek penting dari negara hukum adalah keberadaan keku-
asaan kehakiman yang independen. Artinya, kekuasaan kehakiman yang 
bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menjalankan fungsi peradilan 
dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan independen 
dalam menjalankan peradilan untuk menjaga keberlakuan hukum dan 
keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utama-
nya yaitu menjaga eksistensi negara hukum Republik Indonesia. 
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Peradilan memiliki tujuan untuk menjalankan tugas negara dalam 
menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan berfungsi 
sebagai proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menjalankan 
hukum.

Sebagai suatu proses, peradilan harus melibatkan unsur-unsur tertentu. 
Pertama, keberadaan aturan hukum yang bersifat umum dan abstrak yang 
dapat diterapkan pada situasi tertentu. Kedua, adanya perselisihan hukum 
yang nyata. Ketiga, terdapat minimal dua pihak yang terlibat dalam perseli-
sihan tersebut. Keempat, terdapat aparat peradilan yang memiliki wewenang 
untuk memutuskan perselisihan tersebut.

Pengadilan merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mela-
kukan peradilan, yaitu memeriksa dan mengambil keputusan terhadap 
sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran UU. Dengan 
demikian, pengadilan merupakan entitas yang berperan sebagai wadah 
atau badan yang memberikan penegakan hukum melalui proses peradilan 
(Soemitro, 1976: 7—8).

Prinsip-Prinsip Pokok Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar penting dalam sistem 
pemerintahan suatu negara yang berdasarkan prinsip negara hukum. 
Prinsip-prinsip pokok kekuasaan kehakiman menjadi landasan bagi 
penyelenggaraan peradilan yang adil, netral, dan independen. Manurut 
Asshiddiqie (2006: 52—56), berikut dua prinsip pokok kekuasaan keha-
kiman yang menjadi pedoman dalam menegakkan hukum dan keadilan 
untuk seluruh warga negara.
1. Prinsip independensi (the principle of judicial independent)

Prinsip independensi yudisial adalah prinsip yang harus dijunjung 
tinggi dalam sistem peradilan. Prinsip ini mencakup sikap para hakim 
dalam menyelidiki dan memberikan putusan atas perkara yang mereka 
hadapi. Tercermin dalam berbagai peraturan yang mengatur aspek 
pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian, 
dan pemberhentian hakim.

Dalam konteks ini, prinsip independensi mengharuskan para 
hakim untuk bersikap objektif. Artinya, tidak terpengaruh oleh tekanan 
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atau pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi integritas dan 
keadilan dalam putusan yang mereka berikan. Hal ini penting agar 
keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum dan 
bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, politik, atau tekanan 
dari pihak mana pun.

Selain itu, prinsip ini juga tercermin dalam pengaturan mengenai 
pengangkatan hakim. Proses pengangkatan yang transparan, objek-
tif, dan tidak memihak menjadi landasan penting dalam menjaga 
independensi hakim. Selama masa kerja, hakim juga perlu memiliki 
perlindungan dan kepastian hukum yang memadai agar mereka dapat 
menjalankan tugasnya dengan bebas dan tanpa takut terhadap intimi-
dasi atau ancaman.

Prinsip independensi juga berhubungan dengan pengembangan 
karier hakim. Sistem pengembangan karier yang adil dan berdasar-
kan kualitas serta prestasi hakim akan memberikan jaminan bahwa 
keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada kompetensi dan 
profesionalisme mereka, bukan karena faktor politik atau hubungan 
pribadi.

Pengaturan mengenai sistem penggajian hakim yang layak dan 
adil juga merupakan bagian dari prinsip independensi. Hakim yang 
mendapatkan penggajian yang memadai dan setara dengan tanggung 
jawab dan kualifikasi yang dimiliki akan lebih terlindungi dari potensi 
pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi independensinya.

Prinsip independensi tercermin juga dalam pengaturan mengenai 
pemberhentian hakim. Perlindungan terhadap hakim dari pemecatan 
yang sewenang-wenang atau tanpa alasan yang jelas menjadi salah satu 
mekanisme untuk menjaga independensi mereka.

Dengan demikian, prinsip independensi yudisial merupakan 
fondasi penting dalam memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat 
beroperasi secara bebas, adil, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan 
eksternal. Implementasi prinsip ini melalui sikap para hakim dan 
berbagai pengaturan terkait hakim adalah kunci dalam menegakkan 
keadilan dan menjaga integritas sistem peradilan.
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2. Prinsip ketidakberpihakan (the principle of judicial impartiality)
Prinsip imparsialitas atau ketidakberpihakan adalah prinsip yang 
memiliki makna bahwa hakim harus bekerja secara tidak memihak 
dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini menegaskan pentingnya 
keberadaan hakim yang bersikap objektif dan adil tanpa adanya prefe-
rensi atau kecenderungan untuk mendukung salah satu pihak yang 
terlibat dalam perkara.

Dalam konteks ini, prinsip imparsialitas menuntut hakim untuk 
menjaga jarak dari segala bentuk pengaruh yang dapat memengaruhi 
keputusan yang diambil. Hakim diharapkan mampu mengevaluasi 
bukti dan argumen yang disajikan secara objektif, tanpa memihak 
kepada satu pihak atau kelompok tertentu. Sikap tidak memihak ini 
penting agar keputusan yang diambil hakim didasarkan pada fakta, 
hukum yang berlaku, dan keadilan; bukan karena preferensi pribadi 
atau tekanan dari pihak manapun.

Selain itu, prinsip imparsialitas juga berarti bahwa hakim harus 
menjauhkan diri dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi 
integritas dan keadilan dalam putusan. Hakim diharapkan bekerja 
tanpa memihak; baik dalam hal hubungan pribadi, kepentingan bisnis, 
maupun afiliasi politik yang dapat memengaruhi objektivitas mereka.

Prinsip imparsialitas ini penting dalam memastikan bahwa setiap 
pihak yang terlibat dalam suatu perkara mendapatkan perlakuan yang 
sama, adil, dan setara di hadapan hukum. Keputusan yang diambil 
oleh hakim yang bekerja secara tidak memihak akan lebih mampu 
mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan prinsip imparsialitas, hakim juga dituntut 
untuk mengendalikan dan mengatasi segala bentuk bias atau prasangka 
yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Mereka harus 
mampu melihat setiap perkara secara objektif, mempertimbangkan 
semua argumen dan bukti yang ada, serta memberikan penilaian yang 
adil tanpa memihak kepada pihak mana pun.

Secara keseluruhan, prinsip imparsialitas menjadi pijakan penting 
dalam menjaga integritas sistem peradilan. Hakim yang bekerja secara 
tidak memihak mampu memberikan keputusan yang adil, meredakan 
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BAB X
SISTEM KEWARGANEGARAAN

Pengertian Kewarganegaraan
Dalam konteks warga negara, terdapat beberapa istilah yang umum digu-
nakan; seperti warga negara, penduduk, rakyat, dan orang asing. Istilah 
warga negara memiliki makna yang lebih bersifat hukum. Adapun istilah 
rakyat merujuk pada istilah yang lebih politis, baik untuk individu yang 
tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.

Terdapat juga istilah penduduk dengan makna yang lebih luas, menca-
kup warga negara maupun orang asing. Istilah penduduk di Indonesia 
merujuk pada individu yang tinggal di Indonesia, baik sebagai warga negara 
Indonesia maupun orang asing. Dengan demikian, keempat istilah terse-
but memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya. 
Secara lebih jelas, perbedaan pengertian itu akan dijelaskan sebagai berikut. 
1. Rakyat

Dari segi sosiologis, rakyat dapat didefinisikan sebagai sekelompok 
individu yang terikat oleh rasa persamaan dan tinggal bersama dalam 
suatu wilayah tertentu. Mereka merupakan bagian integral dari suatu 



 PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA108

negara atau pemerintahan. Rakyat terdiri dari sejumlah orang yang 
memiliki kesamaan dalam ideologi dan tinggal di daerah atau wilayah 
yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk 
dalam membela negara jika diperlukan.

2. Penduduk
Penduduk merujuk kepada individu yang secara sah memiliki tempat 
tinggal tetap di suatu negara. Keberadaan mereka sebagai penduduk 
tidak bertentangan dengan aturan-aturan mengenai kehadiran dan 
tempat tinggal tetap di negara tersebut. Di samping penduduk, ada 
juga orang lain yang bukan termasuk dalam kategori penduduk; seperti 
para wisatawan yang hanya berkunjung sementara ke suatu negara. 
Dalam pandangan hukum, penduduk yang tinggal di suatu negara 
dapat terdiri dari warga negara (staatsburgers) dan orang asing (Tutik, 
2010: 301).

3. Warga negara
Dalam konteks negara modern, istilah warga negara mengacu pada 
individu yang merupakan anggota atau bagian dari sebuah negara. 
Warga negara merupakan bagian dari sekelompok manusia yang 
tinggal atau hidup dalam batas wilayah hukum tertentu dan memiliki 
hak dan kewajiban (Nurwardani dkk., 2016).

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, istilah warga 
negara Indonesia dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, warga negara 
asli atau penduduk asli suatu negara seperti suku Jawa, suku Sasak, dan 
keturunan etnis lainnya yang secara lahiriah menjadi warga negara 
Indonesia. Kedua, warga negara asing seperti bangsa Tiongkok, India, 
Timur Tengah, dan sebagainya yang telah secara resmi diakui sebagai 
warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Istilah warga negara juga dijelaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam UU terse-
but dijelaskan bahwa warga negara merujuk pada individu yang diakui 
sebagai anggota suatu negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku. 

4. Orang asing
Orang asing merujuk kepada individu yang merupakan warga negara 
dari negara lain dan tinggal di suatu negara tertentu. Dengan kata 
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lain, orang asing adalah mereka yang tinggal di suatu negara, tetapi 
bukan merupakan warga negara dari negara tersebut. Jika orang asing 
tersebut tinggal di Indonesia maka ia dianggap sebagai penduduk 
negara Indonesia selama memiliki izin tinggal yang diberikan oleh 
pemerintah Indonesia.

Asas-Asas Kewarganegaraan
Secara umum terdapat dua asas yang umum digunakan dalam menentukan 
status kewarganegaraan seseorang, yaitu ius soli (hak tanah) dan ius sangu-
inis (hak darah). Adapun dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan 
beberapa asas kewarganegaraan berikut. 
1. Asas ius sanguinis

Ius sanguinis merupakan suatu asas yang menentukan kewarganega-
raan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa 
mempertimbangkan tempat kelahirannya. Asas ini digunakan oleh 
negara-negara yang tidak terbatas oleh batas geografis seperti Eropa 
kontinental dan Cina. Jika salah satu atau kedua orang tua seseorang 
adalah warga negara Indonesia maka anak tersebut akan memiliki 
kewarganegaraan Indonesia.

Beberapa keuntungan dari penerapan asas ius sanguinis antara 
lain sebagai berikut.
a. Mengurangi jumlah individu keturunan asing yang menjadi warga 

negara.
b. Memelihara kontinuitas hubungan antara negara dengan warga 

negara yang lahir di luar negeri.
c. Mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme.

2. Asas ius soli
Asas ius soli juga dikenal sebagai asas tempat kelahiran atau hukum 
tempat kelahiran. Prinsip ini menegaskan bahwa kewarganegaraan 
seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana mereka dilahirkan. 
Prinsip ini umumnya dianut oleh negara-negara yang memiliki popu-
lasi imigran yang signifikan. Misalnya, jika seseorang dilahirkan di 
Jerman dan orang tuanya adalah warga negara Indonesia maka orang 
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tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Jerman berdasarkan asas 
ius soli karena lahir di Jerman.

Prinsip ius soli memerhatikan faktor geografis tempat kelahiran 
sebagai dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, tanpa 
memperhitungkan kewarganegaraan orang tua. Dengan kata lain, jika 
seseorang dilahirkan di suatu negara yang menganut asas ius soli maka 
mereka secara otomatis memperoleh kewarganegaraan negara tersebut; 
terlepas dari kewarganegaraan orang tua mereka.

Asas ius soli bertujuan untuk mengakomodasi individu yang lahir 
di suatu negara dan memberikan mereka hak dan kewajiban sebagai 
warga negara. Pendekatan ini memperhitungkan fakta bahwa tempat 
kelahiran seseorang sering kali menjadi faktor penting dalam menen-
tukan identitas dan afiliasi nasional.

Namun, setiap negara yang menganut asas ius soli mungkin memi-
liki aturan dan persyaratan tambahan yang perlu dipenuhi untuk 
memperoleh kewarganegaraan secara penuh. Prinsip ini juga dapat 
berlaku dengan batasan atau pengecualian tertentu tergantung pada 
hukum negara yang bersangkutan.

3. Asas kewarganegaraan tunggal
Asas kewarganegaraan tunggal adalah prinsip yang menetapkan bahwa 
setiap individu hanya memiliki satu kewarganegaraan. Ini berarti tidak 
diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda dan individu harus 
memilih salah satu kewarganegaraan.

Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan status kewarganega-
raan bagi setiap individu. Dengan adanya asas ini, individu diharapkan 
memiliki kesetiaan yang jelas terhadap satu negara serta bertanggung 
jawab penuh terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada kewar-
ganegaraannya.

Dalam konteks asas kewarganegaraan tunggal, negara mengharap-
kan individu untuk memilih serta menetapkan kewarganegaraan yang 
paling sesuai dengan identitas dan kepentingan mereka. Pilihan ini 
penting karena dapat memengaruhi hak dan perlindungan yang dite-
rima oleh individu dari negara tempat mereka menjadi warga negara.
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Prinsip kewarganegaraan tunggal juga mempertahankan stabi-
litas dan kejelasan dalam hubungan antara individu dan negara. 
Dengan membatasi kewarganegaraan hanya pada satu negara, asas 
ini membantu mencegah konflik kepentingan atau kerancuan hukum 
yang mungkin timbul dari adanya kewarganegaraan ganda.

Dalam pelaksanaannya, asas kewarganegaraan tunggal sering kali 
diatur dalam peraturan perundang-undangan negara dan dapat meli-
batkan proses naturalisasi atau pemilihan kewarganegaraan. Dengan 
demikian, prinsip ini membantu menjaga integritas sistem kewarga-
negaraan suatu negara dan memastikan kesetaraan di antara warga 
negara.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas
Asas ini merupakan prinsip yang mengizinkan pemberian kewarga-
negaraan ganda kepada anak sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perun-
dang-undangan, prinsipnya tidak mengakui adanya kewarganegaraan 
ganda atau tidak memiliki kewarganegaraan. Namun, pemberian 
kewarganegaraan ganda kepada anak merupakan suatu pengecualian 
yang diatur dalam UU (Pahlawan dkk., 2020: 185).

Pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak merupakan 
pengecualian yang diatur dengan ketentuan yang jelas dalam pera-
turan perundang-undangan. Prinsip ini mencerminkan pendekatan 
yang terbatas dalam pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda. 
Dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepen-
tingan anak, hubungan dengan negara asal orang tua, atau pertim-
bangan kemanusiaan.

Dengan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas, negara meng-
akui pentingnya pemberian kewarganegaraan kepada anak. Namun, 
negara tetap mengatur batasan dan syarat yang harus dipenuhi untuk 
mencegah penyalahgunaan atau konflik kepentingan yang mungkin 
timbul akibat dari kewarganegaraan ganda. Prinsip ini bertujuan untuk 
menjaga stabilitas hukum dan kepastian status kewarganegaraan bagi 
individu yang terlibat dalam konteks kewarganegaraan ganda.
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BAB XI
SISTEM OTONOMI DAERAH

Sejarah Otonomi Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan peraturan perun-
dang-undangan pertama yang mengatur tentang pemerintahan daerah 
setelah proklamasi kemerdekaan. UU ini menekankan pentingnya kedau-
latan rakyat melalui pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Di dalam UU ini terdapat tiga jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, 
kabupaten, dan kota.

Masa berlaku UU itu pun terbatas karena digantikan oleh UU Nomor 
22 Tahun 1948 yang lebih fokus pada pengaturan susunan pemerintahan 
daerah yang demokratis. Dalam UU yang baru tersebut dijelaskan bahwa 
terdapat dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah 
otonom istimewa. Selain itu, ada tiga tingkatan daerah otonom: provinsi, 
kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1948, pemerintah telah membe-
rikan perhatian pada penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 
daerah. Otonomi daerah diberikan kepada daerah berdasarkan UU yang 
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mengatur pembentukan daerah. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai 
penyerahan sebagaian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah diatur 
melalui peraturan pemerintah.

Dalam sejarah otonomi daerah di Indonesia, setiap periode ditandai 
dengan kemunculan peraturan perundang-undangan yang menggantikan 
peraturan sebelumnya. Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1948, 
periode otonomi daerah di Indonesia ditandai oleh beberapa UU tentang 
pemerintahan daerah.

UU tersebut yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 
1965, dan UU Nomor 5 Tahun 1974. Dalam UU tersebut ada yang menga-
nut sistem otonomi seluas-luasnya. Ada juga yang mengatur prinsip-prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah 
pusat di daerah.

Prinsip yang diterapkan dalam pemberian otonomi kepada daerah 
tidak lagi berfokus pada “otonomi yang riil dan seluas-luasnya”. Prinsip 
tersebut berubah menjadi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab” 
(Ubaidillah, 2006: 73).

UU Nomor 5 Tahun 1974 kemudian digantikan oleh UU Nomor 
22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Seiring dengan tuntutan 
reformasi, tiga tahun setelah pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999, 
dilakukan peninjauan dan revisi terhadap UU tersebut.

Hal tersebut menghasilkan lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Salah satu hal yang paling penting dalam isi UU 
ini adalah kembalinya dominasi eksekutif dan pengaturan yang berkaitan 
dengan pemilihan kepala daerah.

Seiring dengan perkembangan di era reformasi yang didasarkan pada 
aspirasi daerah, terdapat kekurangan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang 
perlu diatasi. Hal ini mengakibatkan perubahan dengan diterbitkannya UU 
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, dalam kondisi yang mendesak, pemerintah juga mengeluar-
kan Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014. Peraturan ini kemudian diperbaiki 
lagi dengan dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 2015, lalu mendapatkan 
penyempurnaan lanjutan melalui perubahan UU Nomor 9 Tahun 2015.
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Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi daerah secara harfiah memiliki arti yang berasal dari dua kata, 
yaitu otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari 
kata “autos” yang berarti sendiri dan “namos” yang berarti aturan atau 
perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan 
sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau membuat aturan guna 
mengurus rumah tangga wilayah atau kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batasan wilayah tertentu (Sinaga, 2010: 66—68).

Pengertian sebelumnya terlalu terbatas karena pada kenyataannya 
pemerintah daerah tidak hanya bertugas membuat UU atau menjalankan 
fungsi legislatif, tetapi juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah (eksekutif). Melihat sejarah perkembangan pemerin-
tahan daerah, istilah yang digunakan untuk daerah otonom adalah “daerah 
swatantra” dalam UU Nomor 1 Tahun 1957 dan UU Nomor 18 Tahun 1965.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 terdapat istilah “swapraja” yang 
mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki kewenangan dalam 
menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Adapun dalam UU Nomor 5 
Tahun 1974 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 digunakan istilah “daerah 
otonom”. Lalu daerah tersebut dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dise-
but sebagai “provinsi” dan untuk daerah yang lebih kecil disebut sebagai 
“kabupaten/kota”.

Beberapa pakar memberikan definisi yang berbeda mengenai Otonomi 
Daerah, tetapi intinya memiliki makna yang sama. Beberapa definisi terse-
but antara lain sebagai berikut:
1. Manan (1994) mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan kemam-

puan satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan 
mengurus sebagian urusan pemerintahan secara bebas dan mandiri.

2. Hadjon dkk. (1993) menjelaskan bahwa otonomi daerah berasal dari 
konsep kebebasan (bukan kemerdekaan) dan merupakan subsistem 
yang terdapat dalam negara kesatuan.

3. Ndraha (1997) menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki tiga 
makna yang akan menentukan efektivitas pencapaian tujuannya. 
Pertama, otonomi dapat diartikan sebagai hak yang diakui dan dilin-
dungi serta memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur 



 PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA124

urusannya sendiri. Kedua, otonomi berarti kewenangan birokratisasi 
yang menjadikan daerah memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi 
pemerintahannya secara mandiri. Ketiga, otonomi dapat dipahami 
sebagai kesanggupan daerah melalui pemberdayaan dan demokratisasi 
untuk menghadapi tantangan dan bertanggung jawab atas keberlang-
sungan dan kemajuan daerah.
Dalam hal ini, Sinaga (2010: 66—68) menjelaskan bahwa suatu daerah 

dapat dikatakan otonom jika memenuhi hal-hal berikut. 
1. Daerah tersebut diakui sebagai satuan masyarakat hukum yang memi-

liki hak-hak sebagai subjek hukum yang harus dihormati dan dilin-
dungi dalam konteks demokrasi.

2. Daerah tersebut mengelola sumber daya publik dan layanan masya-
rakat sesuai dengan prinsip otonomi, baik dalam hal kepemilikan 
maupun pelayanan.

3. Daerah tersebut memiliki identitas budaya yang unik dan heterogen 
dengan sistem nilai, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda.

4. Daerah tersebut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup 
dan sumber daya alam melalui pendekatan regional serta kerja sama 
antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

5. Daerah tersebut merupakan bagian dari sistem politik nasional dengan 
fokus pada pembangunan masyarakat, integritas nasional, keadilan, 
dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Dalam perspektif tersebut, otonomi daerah menjadi alat politik dan 

manajemen administrasi yang digunakan untuk mengoptimalkan potensi 
lokal guna memajukan masyarakat di daerah. Tujuan utamanya adalah 
menghadapi tantangan global, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, 
merangsang kreativitas, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan 
mengembangkan demokrasi (Haryanti, 2019: 67).

Pelaksanaan otonomi daerah dalam praktiknya tidak hanya didasarkan 
pada norma dan hukum, tetapi juga merupakan implementasi dari tuntutan 
globalisasi. Hal ini mengharuskan pemberian wewenang yang lebih besar, 
jelas, dan tanggung jawab kepada daerah. Terutama dalam pengaturan 
dan pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan yang ada di dalamnya, 
tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pahlawan 
dkk., 2020: 67).
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Otonomi daerah dipahami juga sebagai proses transfer kewenangan 
dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 
Ini menjadi alat politik dan manajemen yang digunakan untuk memak-
simalkan pemanfaatan sumber daya lokal guna mendorong kemajuan 
masyarakat di daerah, terutama dalam menghadapi tantangan global. Selain 
itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan 
masyarakat, merangsang kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, 
serta mengembangkan demokrasi.

Asas-Asas Otonomi Daerah
Prinsip-prinsip otonomi daerah berhubungan erat dengan hubungan dan 
pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah dalam kerangka negara kesatuan, sebagaimana yang diatur dalam 
UUD 1945 setelah mengalami amendemen kedua. Hal ini juga ditegaskan 
dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa 
asas otonomi adalah prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peme-
rintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Kekuasaan pemerintahan dalam doktrin negara kesatuan berada di 
tangan pemerintah pusat yang dapat diterapkan berdasarkan asas sentra-
lisasi dan asas desentralisasi. Kedua asas tersebut hanya merupakan model 
ideal, karena pada kenyataannya tidak ada negara yang pemerintahannya 
sepenuhnya sentralistis atau sepenuhnya desentralisasi (Tutik, 2010: 244).

Otonomi daerah memiliki prinsip yang mengitarinya dalam pelaksa-
naan sistem otonomi daerah. Terdapat tiga asas yang relevan dalam pema-
haman ini, yaitu asas pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan; 
asas pembatasan kekuasaan; serta asas keterkaitan dengan sentralisasi, 
desentralisasi, dan dekonsentrasi (Asshiddiqie, 2006: 26). Dalam konteks 
Indonesia, asas-asas otonomi daerah menjadi panduan dalam pelaksanaan 
pemerintahan.

Asas Sentralisasi
Pahlawan dkk. (2020: 90) menjelaskan bahwa asas sentralisasi adalah sistem 
pemerintahan yang semua kekuasaannya terpusat di pemerintahan pusat 
dan tidak diberikan kepada pemerintahan daerah. Dalam kata lain, asas 



139

BAB XII
PEMERINTAHAN DAERAH

Pengertian Pemerintahan Daerah
Pemerintahan daerah merujuk pada sistem pemerintahan yang berlaku di 
tingkat lokal atau regional di suatu negara. Ini adalah bentuk pemerintahan 
yang terdesentralisasi. Dalam hal ini, kekuasaan dan wewenang pemerintah 
diberikan kepada entitas lokal atau daerah yang memiliki otonomi dalam 
mengatur urusan internal mereka sendiri.

Pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari sistem politik 
dan administrasi suatu negara. Tujuannya adalah untuk mendekatkan 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat 
di tingkat yang lebih dekat dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. 
Dalam konteks Indonesia, pemerintahan daerah dikenal dengan istilah 
“pemerintah daerah” atau “pemerintah provinsi dan kabupaten/kota”.

Pemerintah daerah adalah salah satu komponen dalam sistem pelaksa-
naan pemerintahan. Pemerintah daerah ini mengacu pada wewenang admi-
nistratif yang berlaku di tingkat daerah yang lebih kecil daripada negara 
itu sendiri. Di Indonesia, negara ini terbagi menjadi provinsi-provinsi 
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yang terdiri dari kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota 
memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh UU.

Hoessein (dalam Hanif, 2007: 24) mengatakan bahwa istilah peme-
rintah daerah adalah terjemahan dari konsep local government yang pada 
dasarnya memiliki tiga makna. Pertama, merujuk pada pemerintah yang 
beroperasi di tingkat lokal. Kedua, mengacu pada sistem pemerintahan 
yang berlaku di tingkat lokal. Ketiga, mengacu pada wilayah geografis yang 
bersifat lokal.

Pemerintah daerah pada pengertian pertama merujuk pada organi-
sasi, badan, atau lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan 
pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah 
mengacu pada lembaga yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerin-
tahan di daerah.

Di Indonesia, pemerintah daerah mengacu pada kepala daerah dan 
DPRD. Kedua lembaga ini bertanggung jawab dalam menggerakkan kegi-
atan pemerintahan daerah sehari-hari. Dengan demikian, kedua lembaga 
ini dikenal sebagai pemerintah daerah dalam pengertian ini.

Pada pengertian kedua, pemerintahan daerah merujuk pada kegiatan 
pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melaksanakan 
berbagai kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang 
pada dasarnya berperan dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah 
yang menjadi dasar atau arahan dalam menjalankan pemerintahan.

Fungsi tersebut mirip dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi 
fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan daerah hanya 
melaksanakan fungsi legislatif dan eksekutif, sedangkan fungsi yudikatif 
tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 

Fungsi legislatif yang dijalankan oleh pemerintah daerah sebenarnya 
merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Ini berbeda 
dengan fungsi legislatif seperti yang dilakukan oleh parlemen, seperti di 
Indonesia yang dilaksanakan oleh DPR. Adapun fungsi yudikatif ditangani 
oleh lembaga-lembaga peradilan (seperti Mahkamah Agung, Pengadilan 
Tinggi, Pengadilan Negeri, dan lainnya).
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Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi telah menjadi suatu kondisi yang tidak dapat diabaikan karena 
membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan negara. Hal ini 
terbukti dengan berkembangnya sistem demokrasi di seluruh dunia. Ini 
berarti bahwa demokrasi telah menjadi syarat penting dalam mencipta-
kan tatanan yang baik bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, beberapa rezim 
otoriter di negara-negara yang sedang berkembang masih mengeklaim 
bahwa pemerintahan mereka menganut sistem demokrasi; atau setidaknya 
bergerak menuju arah itu (Haris, 1995: 3).

Di Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami penguatan selama 
Era Reformasi; tepatnya ketika kekuasaan Orde Baru berakhir dengan 
pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Namun, sebenarnya diskur-
sus mengenai demokrasi bukanlah hal baru dalam perdebatan politik dan 
sosial di Indonesia.

Sejak kemerdekaan Indonesia, isu demokrasi telah menjadi penting 
dalam perumusan kebijakan politik di pemerintahan maupun di DPR. 
Bahkan, perdebatan mengenai demokrasi pada 1950 memainkan peran 
dominan dalam memengaruhi konsep UUD yang dirancang oleh Badan 
Konstituante (Nasution, 1995).

Arinanto (1991: 3) mengatakan bahwa sejarah budaya Indonesia sebe-
narnya juga mencerminkan karakteristik demokrasi. Meskipun istilah 
demokrasi tidak dikenal dalam budaya masa lalu, makna demokrasi sebe-
narnya tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat pada masa itu. 
Ini dapat dianggap sebagai sistem sosial dan sistem nilai yang tercermin 
dalam budaya dan perilaku masyarakat. Fenomena tersebut sebenarnya 
merupakan modal sosial yang penting dalam membangun demokrasi yang 
didasarkan pada budaya luhur bangsa di Indonesia (Fukuyama, 1995).

Adapun Buchori (2003: 5) menjelaskan bahwa persoalannya yaitu kita 
terjebak dalam pandangan bahwa demokrasi hanya merupakan sistem 
politik dan tidak dianggap sebagai sistem sosial dan sistem nilai. Hal ini 
mungkin menjadi penyebab kegagalan konsolidasi demokrasi di Indonesia. 
Akibatnya, kita masih terjerat dalam friksi-friksi kepentingan politik yang 
tidak menguntungkan kepentingan bangsa Indonesia.
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BAB XIII
DEMOKRASI

Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata-kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat 
dan cratos atau cratein yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi dapat diar-
tikan sebagai rakyat yang memiliki kekuasaan. Dalam demokrasi, peme-
rintahan dipegang oleh rakyat sebagai bentuk pemerintahan oleh rakyat 
itu sendiri. Popularitas demokrasi di dunia saat ini tidak dapat dipisahkan 
dari pernyataan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi 
adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan 
untuk rakyat.

Secara umum, demokrasi mengacu pada kekuasaan yang dimiliki 
oleh rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, kedaulatan rakyat dianggap 
sebagai kekuatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Kekuasaan rakyat 
ini meliputi semua bidang kehidupan. Jika kekuasaan rakyat terutama 
mencakup bidang politik maka demokrasi tersebut disebut sebagai demo-
krasi politik. Di sisi lain, jika kekuasaan rakyat meliputi bidang ekonomi 
maka demokrasi tersebut disebut sebagai demokrasi ekonomi (Asshiddiqie, 
1994: 25).



 PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA148

Dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di negara 
tersebut. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memiliki kendali 
atas kebijakan pemerintah. Demokrasi juga dapat diterapkan dalam bidang 
ekonomi, di mana rakyat memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan 
ekonomi dan distribusi sumber daya. Jadi, demokrasi mencakup aspek poli-
tik maupun ekonomi; tergantung pada tingkat keterlibatan dan kekuasaan 
yang dimiliki oleh rakyat dalam kedua bidang tersebut.

Suseno (1995: 58) menjelaskan bahwa sebuah negara dapat dianggap 
sebagai negara demokrasi apabila terdapat lima aspek demokrasi. Pertama, 
keberadaan negara hukum. Kedua, pengawasan masyarakat terhadap 
pemerintahan. Ketiga, pelaksanaan pemilihan umum yang bebas. Keempat, 
penerapan prinsip mayoritas. Kelima, jaminan hak-hak demokratis.

Pentingnya kedaulatan hukum, kebebasan berpikir dan berpendapat, 
persamaan hak untuk semua warga negara di mata hukum, serta pertang-
gungjawaban pemerintah kepada rakyat tidak bisa diabaikan dalam upaya 
membangun demokrasi. Kedaulatan hukum adalah elemen penting yang 
harus ada dalam proses demokratisasi.

Demokrasi adalah sebuah konsep yang luas dan sering kali memiliki 
berbagai tafsir yang beragam. Namun, nilai-nilai dasar yang mendasari 
demokrasi adalah konstitusionalisme; baik dalam bentuk sistem, falsafah, 
maupun paradigma (Yudhoyono, 2004: 129). Pada intinya, demokrasi 
adalah prinsip bahwa rakyat berkuasa. Setiap warga negara dalam sistem 
politik yang demokratis memiliki hak, kesempatan, dan suara yang sama 
untuk mengatur pemerintahan dalam ranah publik (Sularto, 2001: 113).

Banyak ahli telah mengembangkan berbagai teori tentang demokrasi. 
Definisi demokrasi pun dapat berbeda-beda, tergantung pada perspektif 
masing-masing penulis yang memberikan pandangannya sendiri tentang 
karakteristik demokrasi.

Ebenstein (Rauf, 1997: 3) mengemukakan tujuh ciri utama berikut 
dalam konsep demokrasi. 
1. Pendekatan yang berdasarkan pemikiran rasional.
2. Penekanan pada individu.
3. Kesukarelaan dalam partisipasi.
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4. Keberadaan aturan hukum yang mengikat. 
5. Fokus pada prosedur.
6. Adanya persetujuan sebagai dasar hubungan antarmanusia.
7. Prinsip persamaan bagi setiap individu.

Sejarah Perkembangan Demokrasi
Pada awal perkembangannya, demokrasi telah mengadopsi sejumlah asas 
dan nilai yang diwarisi dari masa lampau. Ini meliputi gagasan tentang 
demokrasi yang berasal dari kebudayaan Yunani Kuno, serta gagasan 
tentang kebebasan beragama yang muncul dari aliran reformasi dan konflik 
agama yang terjadi setelahnya.

Di Yunani Kuno pada abad ke-6 hingga ke-3 SM, sistem demokrasi 
yang ada di negara-kota (city-state) adalah demokrasi langsung. Sistem 
demokrasi tersebut menjadikan keputusan politik diambil secara langsung 
oleh seluruh warga negara dengan mengikuti prosedur mayoritas. 

Demokrasi langsung dapat dikatakan efektif karena terjadi dalam 
kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (terdiri dari kota dan daerah 
sekitarnya), dan jumlah penduduk yang sedikit (sekitar 300.000 penduduk). 
Hanya warga negara resmi yang berhak mengikuti ketentuan demokrasi, 
sedangkan mayoritas penduduk tidak terlibat. Di negara modern, demo-
krasi tidak lagi bersifat langsung; melainkan berbentuk demokrasi perwa-
kilan, di mana warga memilih wakil untuk mengambil keputusan politik.

Gagasan demokrasi Yunani secara praktis hilang dari dunia Barat 
setelah kejayaan bangsa Romawi dan kedatangan Abad Pertengahan (600-
1400). Eropa Barat pada masa itu masih memiliki pengaruh kebudayaan 
Yunani.

Masyarakat Abad Pertengahan ditandai oleh struktur sosial feodal, di 
mana hubungan antara vassal dan lord menjadi dominan. Kehidupan sosial 
dan spiritual dikendalikan oleh paus dan pejabat agama lainnya, sedangkan 
kehidupan politik ditandai oleh persaingan kekuasaan antara bangsawan.

Meskipun demikian, Abad Pertengahan juga menghasilkan dokumen 
penting dalam perkembangan demokrasi berupa Magna Charta atau 
Piagam Besar pada 1215. Magna Charta merupakan semacam perjanjian 
antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris.
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